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Penelitian ini dilatarbelakangi adanya bisnis baru pada bidang penjualan
Bahan Bakar Minyak menggunakan Pom Mini. Kehadiran kios ini menjadi
kemudahan dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak pada kendaraan roda
dua di daerah yang jauh dari lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. BBM
yang dijual pada Pom Mini diantaranya BBM bensin jenis pertalite, pertamax dan
beberapa kios juga menjual solar. Pom Mini memberikan kemudahan namun
belum ada izin atau legalitas pada usaha ini, sehingga apakah usaha ini
memberikan kerugian bagi konsumen.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana legalitas bisnis
penyaluran bahan bakar minyak dengan pom mini di Kecamatan Kalidawir
Kabupaten Tulungagung? 2) Bagaimana dampak legalitas bisnis pom mini di
Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung terhadap hak-hak kosumen? 3)
Apakah telah sesuai dengan etika bisnis Islam pelaksanaan bisnis pom mini di
Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung?. Adapun tujuan dalam penelitian
ini adalah: 1) Untuk memahami legalitas bisnis penyaluran bahan bakar minyak
dengan pom mini di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung. 2) Untuk
memahami dampak legalitas bisnis pom mini di Kecamatan Kalidawir Kabupaten
Tulungagung terhadap hak-hak kosumen. 3) Untuk memahami telah atau tidak
sesuai dengan etika bisnis Islam pelaksanaan bisnis Pom Mini di Kecamatan
Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan penelitian
lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa
obsevasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan
teknik analisis data ini dilakukan dengan menganalisa data yang diperoleh dengan
menggunakan metode Induktif, yaitu dengan mendiskripsikan penyelesaian
rumusan masalah dalam penelitian yang berada pada akhir pembahasan, kemudian



ditarik kesimpulan yang bersifat pokok penyelesaian masalah. Pengecekan
keabsahan data dilakukan dengan observasi diperdalam dan triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pelaku usaha atau Pengusaha
Pom Mini pada saat ini belum dapat dikategorikan sebagai sub penyalur, karena
pengusaha Pom Mini tersebut belum memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku. Syarat dan ketentuan untuk kegiatan usaha
dibidang BBM terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan BPH Migas Nomor 6
Tahun 2015 yang saat ini belum menunjukkan kesesuaian dengan bisnis Pom
Mini. Pom Mini merupakan suatu bisnis yang menjual BBM yang tidak lagi
menggunakan botol, melainkan menggunakan mesin dispenser yang masih dapat
disamakan dengan penjual BBM eceran pada umumnya yang terbilang bisnis
ilegal. 2) Suatu keadaan yang ilegal merupakan kegiatan yang membahayakan,
karena terbukti tidak memiliki keabsahan dan melanggar hukum. bisnis yang
berjalan pada pelayanan publik perlu untuk memiliki izin sebagai upaya menjamin
kenyamanan, keselamatan, dan keamanan sesuai dengan UUPK terhadap
konsumennya. Selanjutnya, dengan tidak dimilikinya izin usaha pada Pom Mini
mengakibatkan tidak diterapkannya standar operasional sebagaimana di SPBU
dalam kegiatan niaga atau menjual BBM kepada konsumen atau masyarakat.
Pengusaha Pom Mini ini telah melanggar peraturan mengenai hak-hak yang
dimiliki konsumen yang termuat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen. 3) Bisnis Pom Mini yang ilegal dan tidak
menjalankan perlindungan konsumen sebagaimana yang diatur pada undang-
undang. Maka bisnis ini dapat mendatangkan kerugian bagi konsumen karena
tidak mengamalkan prinsip etika bisnis Islam vyaitu diantaranya Kesatuan
(unity/tauhid), Keseimbangan (equilibrium/tawadzun), Kehendak bebas (free
will), Tanggungjawab (responsibility), dan Kebenaran (benevolence).
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This research was based on the existence of a new business in selling fuel
using Mini Gas Station (Pom Mini). The presence of this stalls makes it easy to
fulfil two-wheeled vehicle's need of fuel in areas far from the Public Gas Station.
The fuel sold at Pom Mini includes petrol, pertalite, pertamax, and some stalls
also sell diesel. Pom Mini makes things easier but there is no permit or legality in
this business, so does this business cause harm to customers.

This research focused on: 1) How is the legality of the business of
distributing fuel trough mini gas station in Kalidawir, Tulungagung? 2) What is
the impact of the legality of the mini gas station business in Kalidawi,
Tulungagung on Customers' rights? 3) Whether it is in accordance with the
Islamic busines ethics the implementation of pom mini business in Kalidawir,
Tulungagung?. The objectives of this research were: 1) To understand the legality
of the business of distributing fuel trough mini gas station in Kalidawir,
Tulungagung. 2) To understand the impact of the legality of the mini gas station
business in Kalidawir, Tulungagung on Customers' rights. 3) To understand
whether or not it is in accordance with Islamic business ethics, the implementation
of pom mini business in Kalidawir, Tulungagung.

The research method used was field research qualitative methods. The
data collection techniques used in this research were observation, interviews, and
documentation. The data analysis were carried out by analyzing the obtained data
using the Inductive method, namely by reducing the obtained data, serving the
data, and then making a conclusion. Data validity was checked by deepening
observation and the triangulation methods.

The results of this research indicate that: 1) At this time, Pom Mini
business entrepreneurs cannot be categorized as sub-distributors, because the
Pom Mini entrepreneurs have not met the criteria related to the applicable laws
and regulations. The terms and conditions for business activities in the petroleum



sector are contained in Article 6 and Article 7 of BPH Migas Regulation Number
6 of 2015 which currently does not show compatibility with the Pom Mini
business. Pom Mini is a business that sells fuel that no longer uses bottles, but
instead uses a dispenser machine which is comparable to retail fuel sellers in
general, which is considered an illegal business. 2) Something that is illegal is a
dangerous, because it have no validity and violate the law. businesses that run on
public services need to have a license in an effort to ensure comfort, safety and
security in accordance with the UUPK for their consumers. Furthermore, not
having a business license at Pom Mini results in not applying operational
standards as in gas stations in commercial activities or selling fuel to consumers
or the public. This Pom Mini entrepreneur has violated the rules regarding the
rights of consumers as stated in Law Number 8 of 1999 concerning Customers’
Protection. 3) The Mini Gas Station (Pom Mini) busines is illegal and does not
carry out comsumer protection as regulated by law. So this business can bring
harm to consumers because it does not practice the principles of Islamic business
ethics, namely unity, balance, free will, responsbility, and truth.
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